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RINGKASAN

BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta 
melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. BUMD memiliki peran 
dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau pajak. 
Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan 
peran/ kontribusi BUMD. BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan 
daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. 
Payung hukum BUMD berada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 
tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah 
disebut Perusahaan Daerah (Perusda). Istilah Perusahaan Daerah berubah menjadi 
BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda. 
Peraturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang 
PEMDA). Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait 
BUMD, diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah. sehingga BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang 
tentang Pemerintahan Daerah yang baru berlaku, maka seluruh BUMD yang ada di 
Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 402 Undang-Undang 
Pemerintah Daerah. Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah 
menjadi PERUMDA atau PERSERODA, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Untuk memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan 
rancangan peraturan daerah (Raperda) dipandang perlu untuk dilakukan analisis 
dan kajian terlebih dahulu terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut yang 
selanjutnya akan dituangkan dalam penelitian ini. BUMD memiliki fungsi penting 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyediakan layanan 
publik bagi Masyarakat. Oleh karena itu, meneliti BUMD dapat memberikan 
gambaran tentang bagaimana kinerja perusahaan daerah berkontribusi terhadap 
pembangunan ekonomi daearah. BUMD diharapkan dapat memberi rekomendasi 
perbaikan bagi manajemen BUMD maupun pemerintah daerah, sehingga penelitian 
ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki manfaat.  Kabupaten Katingan 
terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 20.382,26 km2 terdiri dari 13 
kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan, dengan ibukota di Kasongan, jumlah 
penduduk sekitar 200.000 jiwa. Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Katingan 
antara lain: 



1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
2. Katingan Mandiri Persada.  

Penelitian ini bermaksud mengkaji dan menganalisis apakah BUMD-BUMD yang 
ada di Kabupaten Katingan telah menenuhi ketentuan yang berlaku tentang 
perubahan BUMD menjadi Perumda atau Perseroda dan apakah telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, serta bagaimana BUMD yang belum berubah bentuk 
menjadi Perumda atau Perseroda tersebut.

Tujuan penelitian Untuk menganalisis mengenai pengaturan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dan untuk menganalisis Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) yang belum menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi 
di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah).

Metode penelitian hukum normatif-empiris, yang disebut juga sebagai penelitian 
doctrinal, Fokus penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam satu 
tata hukum yang koheren, artinya hukum sebagai norma positif yang berlaku pada 
suatu waktu tertentu dan diberlakukan sebagai produk kekuasaan politik tertentu 
yang memiliki legitimasi. penulisan hukum disini adalah kekaburan norma (vage 
norm) yang terdapat dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan BUMD, Perumda dan Perseroda. 
Permasalahan mengenai kekaburan hukum norma dalam Pasal 402 Undang-
Undang Nomor  23 Tahun 2014 memang sering menjadi pusat perhatian hukum 
normatif. Pasal 402 ayat 2 tidak merinci secara tegas bagaimana status aset dan 
operasional BUMD yang sedang dalam masa transisi tersebutnya. Akibatnya, 
muncul ketidakpastian apakah BUMD tersebut harus tunduk sepenuhnya pada 
undang-undang pemerintah daerah (hukum publik) atau undang-undang Perseroan 
terbatas (hukum privat/bisnis). Kekaburannya tidak disebutkan sanksi hukum atau 
status keperdataan yang jelas jika sebuah BUMD  gagal melakukan 
penyesuaian dalam tenggat waktu tersebut.

Hasil penelitian Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan 
dasar hukum yang jelas mengenai pendirian, pengelolaan, pengawasan, serta tujuan 
BUMD. Undang-undang ini menegaskan bahwa BUMD dibentuk untuk 
mendukung perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan 
meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 juga 
memperkenalkan bentuk BUMD yang lebih modern, yaitu Perumda dan Perseroda, 
serta menekankan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar 
pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang belum menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau 
Perseroda (Studi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah) adalah 
masih terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah yang belum 
menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) 
atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi 
tersebut juga terjadi pada BUMD di Kabupaten Ketengan, Provinsi Kalimantan 



Tengah, yang menunjukkan bahwa proses penyesuaian regulasi dan kelembagaan 
belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.
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ABSTRAK 

Kata kunci: BUMD, Penyesuaian, undang-undang

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
ketentuan terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca 
berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 
untuk menganalisis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum 
menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi di Kabupaten 
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah). 

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitik 
beratkan pada studi kepustakaan (library research). Tipe dari penelitian ini adalah 
kekaburan norma (vague norm), berkenaan dengan BUMD sebagaimana diatur 
dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penelitian 
ini ditunjang dengan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue 
approach). Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu membahas secara 
menyeluruh, mendalam, dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dan 
kemudian dilakukan analisis untuk mencari jawaban (Solusi) terhadap permasalan. 

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pendirian, 
pengelolaan, pengawasan, serta tujuan BUMD. Undang-undang ini menegaskan 
bahwa BUMD dibentuk untuk mendukung perekonomian daerah, memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, 
UU No. 23 Tahun 2014 juga memperkenalkan bentuk BUMD yang lebih modern, 
yaitu Perumda dan Perseroda, serta menekankan penerapan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional, efektif, 
dan akuntabel. Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum 
menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi di Kabupaten 
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah) adalah masih terdapat Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) di beberapa daerah yang belum menyesuaikan bentuk hukumnya 
menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah 
(Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentangPemerintahan Daerah. Kondisi tersebut juga terjadi pada BUMD di 



Kabupaten Ketengan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menunjukkan bahwa 
proses penyesuaian peraturan dan kelembagaan belum sepenuhnya terlaksana 
secara optimal.
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ABSTRACT

Keywords: BUMD, Adjustment, Legislation

The purpose of this thesis is to identify and analyze the provisions governing 
Regionally-Owned Enterprises (BUMD) following the enactment of Law No. 23 of 
2014 concerning Regional Government, and to analyze Regionally-Owned 
Enterprises (BUMD) that have not yet adjusted their form to become Perumda or 
Perseroda (a study in Katingan Regency, Central Kalimantan Province).

This research method is normative legal research, utilizing primary legal materials, 
secondary legal materials, and tertiary legal materials. This legal research focuses 
on library research. This research focuses on the ambiguity of norms regarding 
BUMD as regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. This 
research is supported by field research. The approach used in this study is a statute 
approach. This research is prescriptive and analytical, namely, a comprehensive, in-
depth, and systematic discussion of the issues under study, followed by analysis to 
find answers (solutions) to the problems.

The results of this study are, firstly, the Regulation of Regionally-Owned 
Enterprises (BUMD) after the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning 
Regional Government is to provide a clear legal basis regarding the establishment, 
management, supervision, and objectives of BUMD. This law emphasizes that 
BUMD is formed to support the regional economy, provide services to the 
community, and increase regional income. In addition, Law No. 23 of 2014 also 
introduces a more modern form of BUMD, namely Perumda and Perseroda, and 
emphasizes the application of good corporate governance principles so that BUMD 
management becomes more professional, effective, and accountable. Secondly, 
Regionally-Owned Enterprises (BUMD) that have not adjusted their form to 
Perumda or Perseroda (Study in Katingan Regency, Central Kalimantan Province) 
are still Regionally-Owned Enterprises (BUMD) in several regions that have not 
adjusted their legal form to become Regional Public Companies (Perumda) or 
Regional Limited Companies (Perseroda) as mandated in Law No. 23 of 2014 
concerning Regional Government. This situation also occurred at the Regional-
Owned Enterprise (BUMD) in Ketengan Regency, Central Kalimantan Province, 
whichindicates that the regulatory and institutional adjustment process has not been 
fully implemented optimally.
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